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MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Start Now.Start Where You Are.Start With Fear.
Start With Pain.Start With Doubt. Start With Hand Shaking.
Start With Voice Trembling But Start.

Start And Dont Stop.Start Where You Are,

With What You Have. Just Start”

“Jangan pernah menyerah pada mimpimu, impian dapat menjadi
kenyataan jika Anda mempercayainya dengan sepenuh hati.”

— Walt Disney

PERSEMBAHAN

TESIS INI PENULIS DEDIKASIKAN KEPADA KEDUA ORANG
TUA TERCINTA, BAPAK DAN MAMA ,SAUDARA SAYA
JOSEPH DAN GRESIA ATAS KETULUSANYA DARI HATI
ATAS DOA YANG TAK PERNAH PUTUS,DAN SEMANGAT
YANG TAK TERNILAI, TEMAN-TEMAN SEPERJUANGAN
SAYA YANG SENANTIASA MEMBERIKAN DORONGAN DAN
MOTIVASI UNTUK MENYELESAIKAN TESIS INI.SERTA
UNTUK ORANG-ORANG TERDEKATKU YANG TERSAYANG
DAN YANG LEBIH SPESIAL TERUNTUK ALMAMATER
KEBANGGAANKU DAN INSTITUSI POLRI TEMPAT KU
DIBINA DAN DI TEMPA.
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RINGKASAN

Menurut J.G. Brouwer tentunya jika membahas dari kewenangan dan tugas
POLRI dalam melaksanakan fungsinya sebagai penegak hukum, seharusnya
didasarkan pada norma wewenang yang lahir pada ketentuan dasarnya yaitu
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia, karena norma wewenang menjadi dasar keabsahan atas
suatu tindakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum
sehingga tidak boleh kewenangan tersebut saling bersikutan antar penegak hukum,
karena pada dasarnya wewenang diperoleh dari peraturan perundang-undangan
yang merupakan legalitas formal, artinya yang memberi legitimasi terhadap
tindakan tersebut, maka substansi dari asas legalitas tersebut adalah wewenang,
yaitu wewenang yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai
dengan prinsip negara hukum yang meletakkan undang-undang sebagai sumber
kewenangan.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengkaji dan menganalisa terkait
konsep kebijakan penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif dan
Untuk mengkaji dan menganalisa legalitas kewenangan kepolisian dalam
pemberlakuan kebijakan penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif
ditinjau dari teori kewenangan.

Hasil penelitian diperoleh bahwa terkait konsep kebijakan kepolisian dalam
penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif, jika didasarkan pada
hukum acara pidana pada saat ini, sebenarnya tidak mengenal terkait konsep
keadilan restoratif karena pada dasarnya penghentian perkara berdasarkan KUHAP

didasarkan pada Pasal 183 yang menyebutkan “Hakim tidak boleh menjatuhkan



pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti
yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi
dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Namun diketahui dasar
kebijakan tersebut ternyata diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU Nomor 11 Tahun 2012
tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disahkan pada 30 Juli 2012, yang mana
“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan
pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-
sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada
keadaan semula, dan bukan pembalasan”, Sehingga ketentuan tersebut menjadi
dasar lahirnya konsep kebijakan penghentian penyidikan berdasarkan keadilan
restoratif dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan
Kewenangan dasar POLRI adalah merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga jika
meninjau dari legalitas ketentuan yang mengatur keadilan restoratif sendiri yang
mana diatur pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah
tentunya bertentangan dengan tujuan maksud dari peraturan kepolisian itu sendiri,
karena menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia pada pasal 1 ayat 4 menyebutkan bahwa “Peraturan Kepolisian
adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik
Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”.
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ABSTRAK

Kata Kunci : Kewenangan Kepolisian, Kebijakan Penghentian Penyidikan,
Keadilan Restoratif.

Untuk mengkaji dan menganalisa terkait konsep kebijakan penghentian penyidikan
berdasarkan keadilan restoratif dan Untuk mengkaji dan menganalisa legalitas
kewenangan kepolisian dalam pemberlakuan kebijakan penghentian penyidikan
berdasarkan keadilan restoratif ditinjau dari teori kewenangan. Sedangkan metode
penelitian yang digunakan penelitian hukum Normatif, yaitu metode yang
menggunakan sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan,
teori-teori hukum dan pendapat-pendapat para ahli, dianalisis dan ditarik
kesimpulan permasalahan yang digunakan menguji dan mengkaji bahan hukum.
Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah Konsep keadilan restoratif karena
pada dasarnya penghentian perkara berdasarkan KUHAP didasarkan pada Pasal
183. Namun diketahui dasar kebijakan tersebut ternyata diatur dalam Pasal 1 angka
6 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disahkan pada
30 Juli 2012, Sehingga ketentuan tersebut menjadi dasar lahirnya konsep kebijakan
penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif dalam Peraturan
Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan hasil kedua Kewenangan dasar POLRI adalah
merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia, sehingga jika meninjau dari legalitas ketentuan yang
mengatur keadilan restoratif sendiri yang mana diatur pada Peraturan Kepolisian
Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak
Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah tentunya bertentangan dengan
tujuan maksud dari peraturan kepolisian itu sendiri, karena menurut Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada
pasal 1 ayat 4.
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ABSTRACT
Keywords: Police Authority, Investigation Termination Policy, Restorative Justice.

To study and analyze the concept of an investigation termination policy based on
restorative justice and to examine and analyze the legality of police authority in
implementing the investigation termination policy based on restorative justice in
terms of the theory of authority. Meanwhile, the research method used is Normative
legal research, namely a method that uses primary legal material sources in the
form of statutory regulations, legal theories and expert opinions, to analyze and
draw conclusions about the problems used to test and study legal materials. The
research results obtained are the concept of restorative justice because basically
the termination of cases based on the Criminal Procedure Code is based on Article
183. However, it is known that the basis of this policy is actually regulated in Article
1 point 6 of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice
System, ratified on July 30 2012, So these provisions became the basis for the birth
of the concept of a policy to terminate investigations based on restorative justice in
Police Regulation Number 8 of 2021 and the second result the basic authority of
the POLRI is to refer to the provisions of Law Number 2 of 2002 concerning the
State Police of the Republic of Indonesia, so that if you review the legality of the
provisions governing restorative justice itself that which is regulated in the
Republic of Indonesia State Police Regulation Number 8 of 2021 concerning
Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice is of course contrary to the
intended purpose of the police regulation itself, because according to Law Number
2 of 2002 concerning the Republic of Indonesia State Police in article 1 paragraph
4.
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